Menimbang

Wengingat

. bahwa berdasarkan

TENTANG

FORUM KOORDINAS PIMPINAN DAERAH

BUPATI Kupus,

bahwa dalam r
daerah mempur
Pancasila‘ mel
Indonesia Tq)
keutuhan Ne
mengemban
ketertiban
menaati

angka penyelenggaraan otonomi daerah, kt:ﬁ:}iﬂ
yal kewajiban memegang teguh dan mengammblnk
aksanakan Undang-Undang Dasar Negara le)h’"ﬂ
wn 1945 serta mempertahankan dan memeil (jan
gara Kesatuan Republik Indonesia, memajukan o
gkan daya saing daerah, memelihara ketentraman CI
Mmasyarakat, melaksanakan  kehidupan demokras
dan menegakkan peraturan perundang-undangan

bahwa untuk mewujudkan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf

a. perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan ideologi, politik
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan |

pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,

dan huruf b, perlu mengatur Forym Koordinasi Pimpinan Daerah
dengan Peraturan Bupati ;

Undang-Undang Nomor 1
Daerah-daerah Kabupate
Tengah:

3 Tahur, 1950 tentang Pembgntukan
n dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Qrgapi;isr;
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta

1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3298).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1386 tentang Peradilan Um;gw
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor32?j
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor{:i e
sebagaimana diubah dengan Undeng-Undang Nomor 8 Na Lor
2004 (Lembaran Negara Republik indonesa Tahun 2004 om

34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) ;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang' Kepohs1aq N_regﬁra
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168)

)

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

(Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 2002 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)



yenetapkan

S —

6 Undang-
pmam?agnd:gg Nomor 19 Tahun 2004 tentand Pembe“’ﬂﬁﬂ
Indonesia Tathnqang‘“”dangan (Le'nbaran Nega RSZgara
REp lndoneSi;gl?mg?/?;%Bf:’ Tambahan Lembaran N

)

/- Undang-U |
Republk Gﬂi”g Nomor 16 Tahun 2004 tentans KEJaksﬁa:
2004 Nomor 6ﬂ7ESia (Lembaran Negara Republik Indones!d Ta U.a

. Tambahan Lembaran Negara Republk Indones!

Nomor 4401):

8 Undang- .
Daerahg(gggnabng Nomor 32 Tahun 2004 tentand Pemermtahar;
125, Tambahar| Negara Republik Indonesia Tanuy 2004 RO
sebagaimana ? N Lembaran Republik Indonesia NOMO® 443 )l
Undang N elah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
OMCr 12 Tahun 2008 (Lembaran Negar2 Republik

Indonesia Tah i
) un 20 Republik
Indonesia Nomor4eg,?),N°mor 59 Tambahan Lembaran ReP

9. Undang- '
mdoir;%iUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
a {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 1 ; '
Nomor 44232.) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

10&2;;[:{?]”' Peme‘fintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinast

Indoneii nstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik

RepL Sia Tahunv 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negard
epLblik Indonesia Nomor 3373);

; Ei:itauran Pemerintah Nomor 38 Tah:n 2007 tentang Pembagian
F’ro;/hns‘ Pemerlntahap antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
nsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daer:h Kabupaten Kudus Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106),

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI

PIMPINAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

—

Daerah adalah Kabupaten Kudus.

Bupati adalah Bupati Kudus.

Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kudus.

Camat adalah Camat di Kabupaten Kudus

Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurghan di Kabupaten Kudus.
Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kudus.

Lurah adalah Lurah di Kabupaten Kudus.

~ o e ®N



Permy,
§
Forum MUsyawaratan Desa di Kabupaten Kudus

0 %
Selanjutnyq r 'if;am Pimpinan Daerah Kabupaten Kudus yand
"Mpinan daera‘r?gkat FORKOPINDA adalah forum koordinas!
.dang 'de|09i da’lam rangka penye[enggaraan pembmaan di
Keamanan di Kébpmmk' ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
10 Pimpinan UPaten Kudus

Daerap i
Dewar Penyero iNgkat Kabupaten adalah Bupati Kudus. Ketua

D'S,t”k Mi!iterqo-,lv?n Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Komandan
®laksaan Negeri KK”dUS- Kepala Kepolisian Resor Kudus, Kepala
11 Pimpinan pj Udus, dan Ketua Pengadilan Negeri Kudus.

; erah {
Rdyon Militer & lingkat Kecamatan adalah Camat, Komandan

ditetapkan d Ida” Kepala Kepolisian Sektor serta unsur lain yang
alam Peraturan Bupati ini

o

BAB I|
PEMBENTUKAN
\

Pasal 2

Denga
9an Peraturan Bupati in; dibentuk FORKOPINDA

Pasal 3

FORKQOP
tingkat K “b\JDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk di
abupaten dan tingkat Kecamatan

BAB 1il
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

;oF.EQPmDA tingkat ~Kabupaten ~mempunyai tugas ~pokok
elaksanakan pembinaan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan Daerah.

Pasal 5

Untuk _melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, FORKOPINDA tingkat Kabupaten mempunyai fungsi :

a pengkoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasian pemecahan
masalah strategis di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya pertahanan dan keamanan tingkat Kabupaten dan yang
tidak dapat diselesaikan oleh FORKOPINDA tingkat Kecamatan;

b pengarahan terhadap langkah — langkah penyelesaian masalah
bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan kepada FORKOPINDA tingkat Kecamatan atau pejabat
yang berwenang; dan

c. pemkerian bimbingan,  supervisi, evaluasi dan konsultasi
pelaksanaan tugas dan fungsi FORKOPINDA tingkat Kecamatan.



B Pasal 6
'"OH}\OHIN

DA dalam
Pasal 3 kol Kecamatan s oagaimana dimaksud 02
Kabupaten ZTIDUHM, lugas pokok méiﬁbagr;m FORKOPINDA tingka!
S08ial, budaue Melaksanakan pembinaan ideologi, politik. eko:’lof';‘;j-
Kecamatan ** Pertahanap dan keamanan Daerah di wilay

tmg

Untuk rnelak Fogal7
Pasal ¢ S_E%nakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pengkaordinggi, A tingkat Kecamatan mempunyal fgngsr-:
Camat, Komandn' Pengintegrasian, dan pensinkronisasian keglaf?ﬂ}
Desa / [Lyra an Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Kepai
Desa/Kelurah'an ' Babinkamtibmas, Babinsa, dan tokoh masyar:‘lgi
lingkat - Kecama.. 0. Persangkutan sebagai anggota FORKOP!
stabllitas/k b an dalam rangka mewujudkan dan mgme‘hhara
Ondusifitas daerap g tingkat Kecamatan yang meliputi

a Delaksana ; :
an T as = . oagl i/
bahan keterg nventarisagj, klarifikasi, dan komunikasi informas

- -rangan dari berbagai i potensi, gejala,

atay ; erbagai sumber mengenai potens

stabilﬁaegslflwa yang menjadi ancaman terwujudnya kondusifitas dan
€amanan dj wilayah Kecamatan:

b. pen .
gernag?ar}ag Perumusan largkah-langkah penyelesaian
Derta‘qéna an bidang Ideclogi, politik, ekonomi, sosial, budaya,

¢ oo b an dan keamanan yang terjadi di wilayah Kecamatan,

-gugﬁa INaan dan Pemeliharaan ideologi, politik, ekonomi, so_sial,
ma Y8, pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban
idpg?:)agrakat '_t?;hadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas
284 politik, sosial, budaya hanan dan, keamanan di
wilayah Kecamatan: ya, pertahan "

¢ E‘“"apo”‘a” Masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat
ecamatan kepada FORKOPINDA tingkat Kabupaten; dan

- menindaklanijuti arahan FORKOPINDA tingkat Kabupaten.

Pasal 8

(1) Susunan organisasi FORKOPINDA Tingkat Kabupaten terdiri
seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris bukan
anggota, dan beberaga orang anggota.

(2) Susunan  keanggotaan FORKGPINDA tingkat Kabupaten
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Susunan organisasi FORKOPINDA tingkat Kecamatan terdiri
seorang ketua dan beberapa orang wakil ketua merangkap
anggota, seorang sekretaris bukan anggota, dan beberapa orang
anggota.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur
Kepala Desa/Lurah, Babinkamtibmas, Babinsa, Ketua BPD, dan
Tokoh Masyarakat Desa/ Kelurahan, masing-masing 1 (satu)
oranrg.

(3) Susunan keanggotaan FORKOPINDA tingkat Kecarmatan
ditetapkan dengan Keputusan Camat.



Pasal 10

1 al.

( )Eedt’)gm Keanggotaan  FORKOFINDA tingkat KecaKrzataalg
Desn%lﬁhm&ma dmaksud dalam Pasal 9 aya! ((2)' ‘msﬁatif
terh;d urah berkedudukan sebagai koordinator fungsi adm'

3P Unsur anggota yang beras«l dari Desa/Kelurahan

(2) TOkOh mas alam Pasa' 9 ayat (2)

dituniuk day rakat sebagaimana dimaksud d kopada Camat

(3) Tokot N diusulkan oleh Kepala Desa/Lura
ayato(;)nl]wasyarakat Desa/Kelurahar sebagaimana dimaksud P
arus memenuhi persyaratan sebagal berikut :

a be

b Se?aQWa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
O Jnéiz Kepada Pancasila sebagai Dasar
4 8”9 Dasar Negara Republik Indonesia

A gara Kesatuan Republik Indonesia serta

: Srkelakuan baik, jujur, dan adil

k'g?k pemah dihukum karena melakukan tindak pidana

& B J8hatan dengan hukuman paling singkat 5 (iima) tahun

“ka'.‘ anggota partai politik atau berafiliasi pada salah satu

Pantai politik,

Mampu menjadi inspirator jalannya pembangunan;

9 mampu bekerjasama dan memiliki kesempatan serta waktu

untuk mendukung kegiatan FORKOPINDA

ada

Negara, Undang-
Tahun 1945, dan

pemerintah .

Pasal 11 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya FORKOPINDA tingkat Kabupaten
dibantu sekretariat

(2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat, dan dibantu beberapa orang
anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 12

(1) Felaksanaan  penyelenggaraan ~ FORKOPINDA tingkat
Kecamatan dilaporkan setiap bulan secara tertulis oleh Camat
Kepada Bupati.

(2) Qaram keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dengan
ketentuan segera menyampaikan laporan secara tertulis.



BABV
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan bagi penyelenggaraan FORKOPINDA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Kudus tanggal 29 Oktober 2008 Nomor 130.1/269/2008 tentang

Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kudus
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kudus.

o] JABATAN oA

1 |SEKDA | Ditetapkan gi du:i

. N—— - pada tan

2. [KEPALA KANTOR f KUDUS,

3. [KESUBBAG TU/KASI ll e /

¢/

-

4. {LANNYA I MUSTHOFA

2 |

Diundangkan di Kudus

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.23
14:44:03 +07'00'
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